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No.57, 2008 DEPARTEMEN. PERTAHANAN. TNI.
Telekomunikas. Khusus.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PENY ELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikas  perlu  menetapkan
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan
Telekomunikas Khusus di  lingkungan Departemen
Pertahanan dan TentaraNasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 4165);

3.  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasiona Indonesa (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan :

Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 4439);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Menteri  Pertahanan Republik Indonesia
Nomor: PER/01/M/V111/2005 tanggal 25 Agustus 2005
tentang Susunan Organisas dan Tata Kerja Departemen
Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor: PER/01.a/M/V111/2005
tanggal 13 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Daam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :
1.  Alur ganda adalah sejumlah alur yang terdapat dalam satu komunikasi.

2. Departemen Pertahanan yang selanjutnya disebut Dephan adalah
Departemen yang mempunya tugas pokok dan fungs di bidang

Pertahanan.

3.  Frekuens adalah merupakan getaran-getaran gelombang elektromagnetik
per detik yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan di seluruh
dunia dan merupakan sumber daya alam yang sangeat terbatas.
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Instruks tetap komunikas elektronika adalah kumpulan rangkaian
instruks  pedoman dan ketentuan-ketentuan bidang komunikasi
elektronika yang dituangkan dalam bentuk tertentu yang dapat
diperbaharui, serta harus ditaati oleh satuan yang mengeluarkan maupun
satuan bawah komandonya tentang berbagai hal yang bersifat rutin.

Instruks operasi komunikas elektronika adalah merupakan penjabaran
dari instruks tetap komunikas elektronika yang berisikan unsur-unsur
teknis dan petunjuk detail tentang petunjuk komunikasi elektronika yang
harus dilaksanakan dilapangan.

Komunikasi adalah penyaluran informas timba balik yang
diselenggarakan melalui pengiriman dan penyampaian dengan maksud
tertentu.

Konstruksi, perbekalan, pemeliharaan dan instalas (Konbekharstal)
adalah suatu bidang yang mencakup konstruksi, sissem perbekalan,
pemeiharaan dan penginstalasan alat peradatan guna mendukung
penyelenggaraan telekomunikas.

Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang
berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan,
pengembangan, pengerahan, penggunaan, pengendalian dan pengawasan
yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu
supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan
saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan
ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metode) secara berhasi|
dan berdayaguna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasl yang
lebih baik.

Penggunaan kekuatan adalah pengerahan kekuatan guna menghadapi dan
menanggulangi hakekat ancaman balk pada pola operas militer untuk
perang dan pola operasi selain perang.

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan
telekomunikas yang dfat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan
khusus bagi keperluan Pertahanan Negara yang dilaksanakan oleh
Dephan dan TNI.

Peperangan elektronika (Pernika) adalah suatu adu kekuatan dan keahlian
dengan pancaran gelombang elektromagnetik oleh pihak-pihak yang
bermusuhan untuk mencapai keunggulan di medan laga suasana dengan


http://www.djpp.depkumham.go.id

2008, No.57 4

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

cara elektronis dan atau fisik, secara aktif atau pasif guna mengurangi dan
atau meniadakan efektivitas serta kekuatan/kemampuan elektronika pihak
lain.

Pola operas militer untuk perang adalah semua operasi dalam rangka
mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan nasional terhadap semua
ancaman nyata dari kekuatan asing maupun dengan kekuatan dari negara
sendiri yang menentang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pola operas militer selain perang adalah semua operasi dalam rangka
menanggulangi dan atau mengatas dan atau operas dalam bentuk
kemanusiaan dengan tujuan untuk memelihara dan atau mengembalikan
ketertiban wilayah yang menjadi objek operasi.
Poros ganda adalah dua atau lebih poros komunikas yang
menghubungkan dua tempat atau titik tertentu.

Prosedur tetap adalah kumpulan instruksi perintah dan sebagainya yang
berlaku dalam jangka waktu cukup panjang bagi suatu organisas,
lembaga kesatuan komando dan sebagai pelaksanaan tugas rutin baik
taktis maupun administrasi.

Sarana ganda adalah dua macam atau lebih alat komunikasi yang
digunakan secararangkap dalam satu poros komunikasi.

Sistem adalah suatu tatanan dari hal-ha yang saling berkaitan dan
berhubungan, membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan dengan
persyaratan yang ditentukan.

Sistem komunikas adalah tatanan organisasi, personel, aat peralatan
komunikas dan peranti lunak yang tersusun dalam wadah struktur
organisas yang ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan komunikasi
guna mendukung komando, pengendalian, koordinasi dan kegiatan
administras logistik.

Sistem pernika adalah tatanan organisas, personel, alat peralatan
telekomunikas dan peranti lunak yang tersusun dalam wadah struktur
organisas yang ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan pernika awal,
pencegahan perlawanan elektronika (gahwannika) dan perlawanan
elektronika (wannika).

Sistem konbekharstal adalah tatanan organisasi, personel, alat peralatan
telekomunikas dan peranti lunak yang tersusun dalam wadah struktur
organisas yang ditujukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan
kegiatan telekomunikasi.
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Teknologi analog adalah teknologi yang menggunakan gelombang
elektromagnetik secara berkesinambungan sebagai sarana penghantar
suara atau data berkecepatan rendah.

Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan simbol numerik
sebagal sarana penghantar informasi untuk diproses, ditranamisikan atau
dismpan.

Teknologi hibrid adalah teknologi yang merupakan penggabungan antara
teknologi analog dan teknologi digital.

Telekomunikas adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau
penerimaan dari setigp informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau
sistem elektromagnetik lainnya.

Tentara Nasonal Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah
komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas
Pertahanan Negara.

Bagian Kedua
Asas-asas
Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus Dephan dan TNI dilaksanakan dengan

asasS .

a

kehandalan, yaitu dalam operasionalisasi dilaksanakan secara cepat, tepat,
aman dan dipercaya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. pemilihan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
terintegrasi  khususnya untuk keperluan operas gabungan di
lingkungan Dephan dan TNI;

2.  pembinaan serta dukungan pembekalan yang memadai;

3. sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, terampil, bertanggung
jawab, dan disiplin;

4.  prosedur yang tepat, seragam, dan mudah dimengerti; dan

5.  pertimbangan kebutuhan yang objektif untuk tiap tahap dan bentuk
operas telekomunikasi.

kecermatan, yaitu mengandung unsur ketelitian dalam perencanaan dan
pelaksanaannya, sehingga mampu bereaksi dan menyesuaikan diri secara
cepat dan tepat terhadap setiap perubahan situas tanpa mengganggu
kualitas serta kontinuitas komunikas ; dan
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